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1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan investasi merupakan kunci utama pembangunan ekonomi di
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan investasi menjadi langkah awal kegiatan
produksi, yang pada hakekatnya juga menjadi langkah awal kegiatan
pembangunan ekonomi. Investasi juga merupakan sebuah upaya untuk
menanamkan modal agar di masa depan kita dapat memperoleh keuntungan.
Menurut Fritzgeral, investasi diartikan sebagai: “aktivitas yang berkaitan dengan
usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang
modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran
produk baru di masa yang akan datang”.! Berbeda halnya dengan Kamaruddin
Ahmad, yang mengartikan investasi sebagai: “upaya menempatkan uang atau
dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas
uang atau dana tersebut”.> Melihat kedua definisi di atas maka digambarkan
bahwa investasi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang
investor dan juga sudut pandang investee.

Secara tradisional, salah satu cara melakukan investasi yaitu dilakukan

melalui perantara yang kita kenal sebagai ‘bank’. Bank dalam literatur ekonomi

dan keuangan, memiliki peran sebagai lembaga intermediasi (financial

"Lihat H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008, hal. 31.

2 jbid., hal. 32.



intermediary) yang menghubungkan para pemilik dana (owner of funds) dan
pengguna dana (user of funds) di tengah-tengah kegiatan masyarakat.’ Baik
pemilik dana maupun pengguna dana terdiri dari rumah tangga, korporasi,
ataupun badan usaha/lembaga. Bank sebagai lembaga intermediasi kemudian
memiliki peran penting dalam mengumpulkan berbagai jenis simpanan yang
disetor oleh penabung. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada mereka yang
membutuhkan, terutama ditujukan kepada sektor usaha yang produktif. Bank
memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh pemilik
dana sesuai dengan apa yang semula telah diperjanjikan.

Bank sebagai lembaga intermediasi hanya mewakili salah satu bentuk dari
lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi lembaga
keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan non
depositori (non depository financial institution).* Lembaga keuangan depositori
atau sering juga disebut depository intermediary, memiliki peran sebagai
penghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan
(deposit), misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari
penabung atau unit surplus. Sementara lembaga keuangan non depositori atau
sering juga disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank, merupakan lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual (contractual institutions)
yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk

memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalnya polis asuransi,

3 Lihat Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Redcarpet Studio,
2011), hal. 1.

* Lihat Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 1999), hal. 6.



program pensiun dan lain sebagainya. Lembaga keuangan investasi (investment
institution) yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan investasi di
pasar uang dan pasar modal.

Peran bank sebagai lembaga intermediasi tentunya sangat dimanfaatkan
masyarakat untuk memperoleh kredit dan melakukan investasi. Manfaat tersebut
jelas dapat dibuktikan dengan semakin besarnya kemampuan bank dalam
memberikan bantuan kredit bagi masyarakat. Seiring berkembangnya zaman serta
pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, masyarakat
Indonesia tampaknya semakin kreatif dalam berbisnis dan melakukan investasi.
Kreatifitas tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia melihat peluang-
peluang besar dalam berbisnis, terutama melalui sarana teknologi yang sekarang
ini keberadaanya sangat terasa.

Perkembangan teknologi memberikan dampak bagi tumbuhnya
perkenomian bangsa dimana masyarakat sekarang ini mulai memanfaatkannya
dalam menjalankan bisnis maupun dalam melakukan investasi. Terbukti bahwa
saat ini sudah banyak sckali berkembang starfup’ dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha
Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah),

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan

> Startup adalah perusahaan-perusahaan yang baru didirikan atau kewirausahaan yang
dalam fase pengembangan dan pencarian pasar. Lihat Marina Klaémer Calopa, Jelena Horvat, dan
Maja Lalic., “Analysis of Financing Sources For Start-up Companies”, Jurnal [lmu Manajemen
vol. 19, (Krosia, 2014), hal. 19



paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Sementara itu, Usaha
Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)
s.d. Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan.® Kriteria UMKM sendiri kendatinya telah diatur dalam sebuah payung
hukum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dimana dalam Pasal 6 telah diatur yang dapat disebut
sebagai Usaha Mikro apabila memiliki laba bersih maksimal Rp50.000.000 (lima
puluh juta Rupiah), sementara untuk Usaha Kecil memiliki laba bersih sebesar
Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dan maksimal Rp500.000.000 (lima ratus
juta Rupiah), serta untuk Usaha Menengah memiliki laba bersih sebesar
Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000
(sepuluh miliar Rupiah). Jumlah UMKM juga semakin meningkat dengan pesat
dari tahun ke tahun. Dari sekitar 7.000 (tujuh ribu) UMKM pada tahun 1980
menjadi sekitar 40.000.000 (empat puluh juta) pada tahun 2001.” Berdasarkan
data yang dikumpulkan oleh Menegkop dan UKM pada tahun 2011, jumlah
UMKM meningkat dari sekitar 49.000 (empat puluh sembilan ribu) pada tahun
2006 menjadi sekitar 53.000 (lima puluh tiga ribu) pada tahun 2010. Menegkop
dan UKM juga berhasil mengumpulkan data terbaru yang menunjukkan

perkembangan UMKM sekitar 57.000 (lima puluh tujuh ribu) di tahun 2013.

6 Lihat Suryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, “Strategi Pemberdayaan UMKM
Menghadapi Pasar Bebas ASEAN”, Jurnal [lmu Ekonomi, (Jakarta: November, 2014), hal. 6

"Lihat Idris Yanto Niode, “Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi
Pemberdayaan”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS. Vol.2-No.1, (Gorontalo:
Januari, 2009), hal. 2



Data-data tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus berkembang.
Keberadaan UMKM juga terbukti berpengaruh bagi perekenomian di Indonesia,
dilihat dari data yang berhasil dikumpulkan bahwa pada tahun 2011, UMKM
mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9%
pemasukan Produk Domestik Bruto (PDB)® melalui pembayaran pajak, yang
diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, sektor
usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7% melalui pembayaran pajak.
Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui
pembayaran pajak.’

Sementara dalam mendirikan dan memulai sebuah bisnis, pelaku
UMKM/Startup akan berupaya mencari sumber dana dengan cara berinvestasi.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pinjaman bank merupakan hal yang
umum dilakukan UMKM untuk memenuhi kebutuhan awal, arus kas, dan
investasi mereka.'® Oleh karena itu, bank merupakan satu-satunya cara aman yang
dapat digunakan oleh pengusaha-pengusaha kecil ini dalam hal melakukan
investasi. Namun, kegiatan investasi tradisional yang dilakukan melalui bank
kendatinya memiliki hambatan. Hambatan tersebut kemudian berdampak bagi

investor dan investee dalam hal melakukan investasi. Penyebab dari timbulnya

¥ PDB adalah pengukuran dalam perekenomian suatu negara. PDB mengukur aliran
pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Lihat Engla Denim
Silvia, Yunia Wardi, dan Hasdi Aimon, “Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Indonesia”,
Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 1-No.2, (Januari 2013), hal. 225

° Op.Cit., “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN™, hal. 2

191 ihat OECD, New approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening
the Range of Instrument, (Paris: OECD Publishing, 2015), hal. 13



hambatan dalam kegiatan investasi di bank adalah karena bank memiliki
peraturan-peraturan yang ketat dan terdapat pembatasan pemberian kredit bagi
para pelaku usaha startup dan UMKM. Hambatan yang dimiliki pelaku startup
dan UMKM sebagai investee terletak pada rendahnya kredibilitas peminjam dan
rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan aset
yang bisa digunakan seandainya peminjam mengalami gagal bayar. Fakta-fakta
tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak mampu
memenuhi persyaratan bank untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi yang
seperti itu, membuat industri perbankan juga kesulitan untuk memenuhi ketentuan
porsi kredit UMKM sebesar 15% dari total kredit di tahun 2017."" Kita ambil
salah satu contoh, dimana menurut data yang ada Direktur Utama PT Bank
Mayapada Internasional Tbk (MAYA) Haryono Tjahjarijadi mengakui bahwa
pihaknya belum dapat memenuhi porsi kredit UMKM sebesar 15% di tahun ini.'
Pasalnya, penyaluran kredit banyak yang tergerus atau masuk ke segmen non
UMKM. Melihat kenyataan tersebut, pada akhirnya bagi sebagian pelaku usaha
startup dan UMKM bank menjadi tempat yang sulit dijangkau untuk
membantunya melakukan investasi dan mengembangkan bisnisnya.

Dengan berkembangnya teknologi dan internet, saat ini masyarakat sudah
mulai banyak yang menjalankan bisnis demi mencari keuntungan sebesar-

besarnya melalui sarana teknologi dan juga internet. Alasan penggunaan internet

"L ihat Kompas.com, “Bank Kesulitan Penuhi Target Penyaluran Kredit ke UMKM?”,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/05/21/131617526/bank.kesulitan.penuhi.target.peny
aluran.kredit.ke.umkm, diakses pada tanggal 21 Mei 2017

12 ibid.



dan platform’’ teknologi sebagai sarana untuk berusaha/berbisnis adalah karena
karakteristik dari internet itu sendiri. Pertama, internet memiliki karakter global
dan tidak mengenal batas negara. Kedua, setiap pengguna internet dapat
melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif bahkan dapat melakukan
kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah. Ketiga, tidak ada satupun
yang dapat mengklaim bahwa dirinya merupakan “pemilik” internet yang
merupakan gabungan beratus-ratus ribu jaringan. Keempat, pertumbuhan yang
luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi
internet itu sendiri. Kelima, internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu
pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama
internasional dalam upaya mengatasi permasalahan- permasalahan hukum yang
muncul."*

Bisnis berbasis teknologi yang semakin berkembang mau tidak mau
berdampak pada kegiatan investasi di kalangan masyarakat. Muncul banyak
alternatif baru dalam melakukan investasi. Para pelaku usaha juga akhirnya
beralih kepada alternatif baru tersebut yaitu layanan pinjaman berbasis teknologi
(Financial Technology), yang salah satu bentuknya adalah crowdfunding atau

debt-based crowdfunding. Crowdfunding adalah teknik untuk mengumpulkan

dana dari masyarakat luas melalui media online atau platform teknlogi. Konsep

'3 Platform adalah arsitektur hardware/fondasi/standar bagaimana sebuah sistem dimana
aplikasi/program dapat berjalan; atau bisa juga dikatakan Platform adalah dasar dari teknologi
dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.

"“Lihat Danrivanto Budhijanto, “Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap
Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi” Jurnal
Ilmu Hukum 2, (September 2011), hal. 226



daripada  “crowdfunding”,  berhubungan  dengan  maraknya  praktek
“crowdsourcing”, yang mengacu pada “outsourcing” kepada masyarakat terhadap
proyek tertentu, seperti pembangunan, evaluasi atau penjualan produk, melalui
panggilan terbuka dengan internet. > Secara garis besar bentuk daripada
crowdfunding dibagi menjadi empat berdasarkan apa yang akan didapatkan oleh
investor sebagai balasan dari kontribusinya, yakni: donation-based, reward-
based, lending-based atau debt-based, equity-based. Pemanfaatan crowdfunding
sendiri semakin berkembang setiap tahunnya, hal ini salah satunya dapat dilihat
dari penelitian yang dilakukan oleh Massolution. Dana yang dikumpulkan melalui
mekanisme crowdfunding sepanjang tahun 2014 mencapai USD 16.200.000
(enam belas juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat), adapun pertumbuhan
tertinggi (sebesar 320%) terjadi di benua Asia.'®

Salah satu bentuk crowdfunding yang dapat dimanfaatkan masyarakat
dalam menjalankan usahanya adalah debt-based crowdfunding. Bentuk debt-
based crowdfunding ini juga sering dikenal sebaga peer-to-peer lending (P2P).
Platform P2P menghasilkan pendapatan dengan mengambil persentase dari
jumlah pinjaman (biaya satu kali) dari investee dan biaya layanan pinjaman (baik
biaya tahunan tetap atau persentase satu kali dari jumlah pinjaman) dari investor.'’

Sebenarnya, Platform P2P ini mengambil peran dari pada bank dalam hal menjadi

15 Lihat OECD, “New approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening
the Range of Instrument”, (Paris: OECD Publishing, 2015), hal. 82

16 Lihat The Economist, “Global Crowdfunding”, http://www.economist.com/news/eco-
and-financial-indicators/21647603-global-crowdfunding, diakses pada tanggal 4 September 2015.

17 Lihat David M Freedman and Matthew R. Nutting, “A Brief History of Crowdfunding:
Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platform in the USA” (5§ November 2015).



lembaga keuangan intermediasi dengan menyalurkan pinjaman kepada
masyarakat. Bagi investee yang merupakan pengusaha-pengusaha UMKM,
platform ini memberikan keuntungan dikarenakan proses pengaplikasiannya gratis
dan mudah bagi peminjam. Sedangkan bagi investor yang ingin melakukan
investasi dengan cara menanamkan modal (dana) di suatu tempat, ia juga
memperoleh keuntungan melalui bunga dari modal yang ia berikan tersebut.
Berinvestasi melalui crowdfunding juga memberikan return lebih tinggi dari
deposito di bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi pula. '* Kemudahan
dan efisiensi yang berhasil didapatkan oleh investor dan investee dalam
melakukan investasi dengan cara debt-based crowdfunding kemudian menjadi
tempat yang baik bagi investor dan investee dalam melakukan kegiatan investasi.
Melihat manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, maka tentunya
pengaturan debt-based crowdfunding ini perlu diperhatikan dengan baik oleh
Indonesia.

Pengaturan debt-based crowdfunding ini sudah lebih dahulu diatur di
Inggris dalam Financial Conduct Authority Policy Statement 14/4. Di Inggris,
pinjaman yang dibuat berdasarkan platform debt-based crowfunding pada tahun
2014 dihitung oleh Nesta dan University of Cambridge menjadi hampir
£1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Pound sterling). Sektor ini hampir tiga

kali lebih besar pada tahun 2014 daripada tahun 2013 (saat itu meningkat sekitar

18 Lihat Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar,
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-
indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2016.




£480.000.000.000 (empat ratus delapan puluh miliar Pound sterling). "
Crowdfunding dengan menggunakan koneksi internet (online) secara resmi
muncul pada tahun 2001 di Inggris, para penggemar sebuah grup musik bernama
Marillion, menggalangkan kampanye pengumpulan dana sebesar USD 60.000
(enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat).”’ Penggalangan dana ini dilakukan oleh
Marillion untuk mendanai pembuatan album yang selanjutnya berujung pada
kesuksesan dari grup band ini. Sejarah debt-based crowdfunding atau P2P
Lending di Inggris bermula dengan berdirinya perusahaan pertama yang
menawarkan pinjaman peer-to-peer di dunia bernama Zopa. Perusahaan ini
berdiri belum terlalu lama yakni dari bulan Februari tahun 2005 lalu. Sejak saat
itu, dikabarkan Zopa telah memberikan lebih dari £1.500.000.000 (satu miliar
lima ratus juta Pound sterling) pinjaman. Kemudian pada bulan Agustus tahun
2010, muncul perusahaan bernama Funding Circle yang kemudian perusahaan
pinjaman peer-to-peer yang paling signifikan untuk pertama kali. Funding Circle
juga memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil dari berbagai
investor. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah memberikan pinjaman sebesar
lebih dari £1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Pound sterling) per Maret

tahun 2016.%"!

' Lihat Financial Conduct Authority, 4 review of regulatory regime for crowdfunding
and the promotion of non-readily realisable securities by other media, (UK: FCA, February 2015),
hal. 3

%% Lihat Tim Masters, “Marillion ‘Understood Where the Internet was Going Early On’”,
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23881382, diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.

2 Lihat Noviyanto, “Sejarah Peer To Peer Lending di Inggris”,
https://koinworks.com/blog/sejarah-peer-to-peer-lending-di-inggris/, diakses pada tanggal 23
Agustus 2016.
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Perkembangan debt-based crowdfunding di Inggris meningkat sangat
pesat hingga saat ini. Ditemukan lebih dari 100 platform individu yang telah
mengajukan otorisasi FCA walaupun di kemudian hari banyak dari mereka yang
aplikasinya ditarik kembali. Perkembangan yang pesat tersebut juga dapat
dibuktikan pada tahun 2017 ini dimana salah satu Platform P2P Lending asal
Inggris yaitu Funding Circle merupakan satu di antara tiga Platform P2P Lending
tersebesar di dunia, yang mana dua lainnya berasal dari Amerika yaitu Lending
Club dan dari Cina yaitu Lufax.”> Funding Circle kini praktiknya sudah berbasis
di kawasan Eropa, tidak lagi di Inggris saja. Praktiknya kini sudah menyebar ke
Jerman, Spanyol, Belanda, bahkan hingga ke Amerika Serikat.

Crowdfunding merupakan salah satu cara berinvestasi yang memiliki
resiko cukup tinggi, maka pemerintahan Inggris khususnya Financial Authority
Conduct merasa perlu untuk melakukan pengaturan mengenai crowdfunding
secara jelas demi perlindungan bagi investor. Pengaturan tersebut memberikan
kepastian bagi para investor untuk memiliki akses dalam hal mendapatkan
informasi yang jelas tentang siapa yang akan diberi pinjaman nantinya. Oleh
sebab itu pada tahun 2014 Financial Authority Conduct kemudian menerapkan
pengaturan mengenai crowdfunding khususnya debt-based crowdfunding.

Di Indonesia sendiri praktik P2P Lending juga sudah mulai banyak
muncul sejak tahun 2013. Pada saat itu kegiatan P2P Lending belum diatur secara

jelas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada 328 kegiatan investasi

22 Lihat Sofis, “Benchmarking 3 Perusahaan P2P Terbesar di Dunia”,
https://sofis.id/benchmarking-3-perusahaan-p2p-terbesar-di-dunia/, diakses pada tanggal 16
Februari 2017.
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ilegal sejak 2013 hingga semester I tahun 2015.% Kegiatan investasi ilegal itu
salah satunya dijalankan oleh sebuah platform P2P di Indonesia yang bernama
uangteman.com. OJK mengkhawatirkan bahwa layanan pinjaman tanpa jaminan
dan syarat dengan bunga yang tinggi, yang ditawarkan oleh platform tersebut
dapat membahayakan nasabah dan juga beroperasi tanpa izin. Kegiatan yang
dilakukan platform tersebut, kemudian menjadi permasalahan yang cukup serius
bagi OJK dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai kegiatan tersebut.
Melihat mekanisme crowdfunding ini sudah sangat berkembang dan
menyebar hingga ke Indonesia serta praktiknya pun memiliki pengaruh terhadap
kegiatan perkenomian di Indonesia, maka pemerintahan Indonesia pada akhir
tahun 2016 telah mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Pemerintah tentunya sangat mendorong agar mekanisme crowdfunding
yang berbasis teknologi ini dapat terlaksana. Menurut pemerintah Indonesia,
crowdfunding dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan
perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya.”* Oleh
sebab itu, penulis ingin sekali berusaha membandingkan bagaimana pengaturan
mengenai debt-based crowdfunding di Indonesia dengan di Inggris dengan

pertimbangan bahwa Inggris merupakan negara yang sudah terlebih dahulu

» Lihat Fiki Ariyanti, “OJK: Hati-hati Tawaran Utang dari Uangteman.com”,
http://bisnis.liputan6.com/read/2278996/0jk-hati-hati-tawaran-utang-dari-uangtemancom, diakses
pada tanggal 24 Juli 2015.

24 Lihat Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar,
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-
indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2016.

12



mengatur mengenai hal tersebut serta melihat praktiknya di Inggris yang
berkembang pesat hingga saat ini.”> Penulis ingin mengupas apakah masih ada
kekurangan dalam perundang-undangan kita dalam hal mengantisipasi
perkembangan global di bidang crowdfunding ini khususnya mengenai
perlindungan terhadap investor, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian
hukum dalam skripsi berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam

Kegiatan Debt-Based Crowdfunding di Indonesia dan Inggris”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan
diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan mengenai kegiatan debt-based crowdfunding
di Indonesia dan di Inggris?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan debt-

based crowdfunding di Indonesia dan di Inggris?

1.3.  Tujuan Penilitian
Penelitian ini dilakukan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai,
yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai
kegiatan debt-based crowdfunding secara umum di Indonesia dan di

Inggris.

¥ Op.Cit, “Benchmarking 3  Perusahaan P2P  Terbesar di  Dunia”,
https://sofis.id/benchmarking-3-perusahaan-p2p-terbesar-di-dunia/.
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14.

1.5.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum

bagi investor dalam melakukan kegiatan debt-based crowdfunding
dengan  borrowers  dan  penyedia  layanan/penyelenggara

(intermediation) dalam pengaturannya di Indonesia dan di Inggris.

Manfaat Penelitian

1.

Segi Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu
hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum perbankan dan
hukum perusahaan Dberkaitan dengan kegiatan debt-based

crowdfunding.

Segi Praktis
Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai tambahan referensi bagi
mereka yang menggeluti kegiatan debt-based crowdfunding/P2P

Lending.

Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu

sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan

pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang

penulis susun adalah sebagai berikut:
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BAB I

BAB I1

BAB III

Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini berisi uraian
mengenai hal yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun
penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini dipaparkan juga rumusan
permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah diketahui
maupun yang belum diketahui penulis berkaitan dengan judul
karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep. Selain itu,
bab pertama ini juga memuat manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang sejarah daripada
crowdsourcing sebagai sarana pemanfaatan massa yang kemudian
berkembang menjadi crowdfunding dengan model debt serta

membahas keunggulan maupun risiko dari kegiatan ini.

Metode Penelitian
Dalam Bab ketiga ini penulis akan menguraikan Jenis Penelitian
dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan

karya tulis ini.
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BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis
4.1. Pengaturan mengenai kegiatan debt-based crowdfunding
secara umum di Indonesia dan di Inggris.

4.1.1. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan debt-based
crowdfunding di Indonesia dan di Inggris.

4.1.2. Kewenangan Otoritas Keuangan dalam kegiatan debt-
based crowdfunding di Indonesia dan Inggris.

4.2. Perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan debt-based
crowdfunding di Indonesia dan Inggris.

4.2.1. Kewajiban keterbukaan informasi bagi penerima
pinjaman (borrowers) dan penyelenggara layanan
dalam kegiatan debt-based crowdfunding di Indonesia
dan Inggris.

4.2.2. Pertanggungjawaban penyelenggara layanan dan
penerima pinjaman (borrowers) dalam kegiatan debt-

based crowdfunding di Indonesia dan Inggris.

BAB YV Kesimpulan dan Saran
Bab terakhir ini adalah bab penutup yang berisi simpulan yang bisa
ditarik dari analisis mengenai pelaksanaan kegiatan debt- based
crowdfunding dan perlindungan yang diberikan serta berisi

mengenai saran yang ingin disampaikan penulis.
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